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STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
 
 

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak 

tanggung jawab kewajiban dan kewenangan seluruh 

pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan public 

pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu dan dalam rangka mewujudkan system 

penyelanggaraan pemerintah sesuai dengan asas – asas 

umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

terpenuhnya hak – hak masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan 

partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu 

ditetapkan standar pelayanan publik; 

b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu 

ditetapkan standar pelayanan publik dinas penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam 

keputusan kepala dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lamongan. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah    Kotapraja  Surabaya dan    Daerah     Tingkat 

II Surabaya dengan  Mengubah  Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran   Negara   Republik  Indonesia   Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6618); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran 

Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6628); 

 

 

 

 

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 61) 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman 

Standar Pelayanan 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  80  Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1956); 

16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 

Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 

Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 271); 

 

 

 

 

 



 

17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 

18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 

2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 885); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); 

21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non 

Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan 

(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 

Nomor 39) 

22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha dan 

Perizinan Non Berusaha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : 

KESATU : Standar pelayanan publik dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tersebut dalam 

lampiran keputusan ini. 

KEDUA : Standar pelayanan publik dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dalam dictum 

KESATU meliputi : 

1. Jenis Pelayanan; 

2. Prosedur; 

3. Waktu Pelayanan; 

4. Biaya Tarif; 

5. Produk; 

6. Pengelolaan Pengaduan. 

 

KETIGA : Standar pelayanan publik sebagai acuan yang harus 

dilaksanakan oleh petugas dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu. 

 
KEEMPAT     : Keputusan  ini   berlaku   sejak   tanggal   ditetapkan   dan 

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan 

diadakan perubahan dan dibentulkan dan sebagaimana 

mestinya. 

Ditetapkan di Lamongan 

Pada Tanggal 5 April 2022 
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